Menimbang :

Mengingat :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan
urusan-urusan yang diselenggarakan menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten Jembrana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Jembrana;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Menetapkan :

dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bupati adalah Bupati Jembrana.

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten
Jembrana.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Jembrana beserta perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
Kabupaten Jembrana.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewgjiban setigp tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya
dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan
masyarakat.

Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang
menjadi hak dan kewagjiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-
fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan, dan mensegjahterakan masyarakat.

Kewenangan daerah adalah kekuasaan daerah untuk melakukan atau tidak
melakukan apa yang menjadi urusannya.

Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma,
standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai
pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah
Kabupaten Jembrana.

BAB |1
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISELENGGARAKAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



Pasal 3

Urusan pemerintahan yang diselenggarakan menjadi kewenangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas urusan wajib dan urusan
pilihan.

Pasal 4

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang
berhubungan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 26 (dua
puluh enam) urusan pemerintahan, meliputi bidang :

pendidikan;

kesehatan;

koperas dan usaha kecil dan menengah;

pekerjaan umum;

penataan ruang;

perencanaan pembangunan;

perumahan;

kepemudaan dan olahraga;

penanaman modal;

lingkungan hidup;

kependudukan dan catatan sipil;

ketenagakerjaan;

ketahanan pangan;

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

perhubungan;

komunikasi dan informatika;

pertanahan;

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

pemberdayaan masyarakat dan desa;

sosial;

kebudayaan;

statistik;

kearsipan; dan

perpustakaan.
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(1)

(2)
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Pasal 5

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesgjahteraan masyarakat sesual dengan kondisi, kekhasan dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi
yang ada di Daerah, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi
bidang :

pertanian;

kelautan dan perikanan;

kehutanan;

pariwisata;

industri;

perdagangan; dan

ketransmigrasian.
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Pasal 6

Setiap bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2), terdiri dari sub bidang dan sub-sub
bidang.

Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2), Bupati membentuk Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

(1)

(2)

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun
pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2), juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh
Pemerintah.



